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pROv工Ns工suMATERA u恥RA

pERATURAN DAERAH Ko皿slBOLGA

NOMOR io恥HUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN PRODUK YANG MENGANDUNG

ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA S工BOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melak温nakan ketentuan pasal 179 ayat (1) huruf

f Undang-Und紬g Nomor 36鴫hun 2009 tenぬng Kesehatan,

yang menyatakan bahwa pemerintah Daerah mempunyai

kew郵b紬　untuk melakukan pembina紬yaitu melindung賞

masyarakat terhadap kemungkinan yang dapat menimbulkan

bahaya bagi kesehatan;

b･ b血wa penyalahguna紬produk y紬g mengandung zat adiktif

pada saat ini semakin meluas dan meningkat di Kota Sibolga;

c. bahwa dalan rangka melindungi kesehatan masyarakat dari

bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif

yang tidak sesuai deng紬peratur紬pemnd紬g-und紬g紬perlu

dilakukan upaya pengawasan terhadap produk-produk yang

mengandung Eat adik坤

d･ b血wa berdasark紬　pe血mb紬g紬　sebagaim紬a dimaksud

dal劃humf a, hu調f b, d紬humf c, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang pengawasan penyalahgunaan produk

Yang Mengandung Zat Adik哩

Mengingat: 1. Pasa=8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

事ndonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor　8　Drt. Tahun 1956　tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Koぬ　Bes紬　Dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia T血un 1956　Nomor　59, Tamb血狐

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3･ Und紬g-Und狐g Nomor 36 Tahun 2009 tent紬g Keseha屯n

(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

4･ U九血no-ひれdrno...



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana teぬh beberapa kali diubah tera址ir

dengan undang-Undang Nomor 1 Tahun　2022　tentang

Hubungan Keu紬g紬　Ant紬a　耽me轟nt血　珊sat dan

Peme正ntahan Daer血匝mbaran Neg紬a Republik量ndonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang standar

Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pencandu Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adiktif laimya penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif血imya;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera utara Nomor 1 Tahun 2019

tent紬g Fasilぬsi Penceg血紬　Penyaぬh糾na紬　Narkotika,

Psikotropika, dan Zat Adiktif I元mya (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah打ovinsi Sumatera ut紬a Nomor 47);

Dengan Perset可uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKyAT DA田RAH Ko恥s重Bo鵬A

dan

wAH Ko船s暮BOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEN船NG PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN

PRODUK YANG MENGANDUNG ZAT ADIKHF.

BAB重

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1･ Daerah adalah Kota sibolga･

2･ Peme正ntah Daer血　ad血血　Kepala Daerah sebagai unsur

penyelen鶉ara Peme正ntah紬　Daer血　y紬g mem宣mpin

pelaksana狐urus紬pemerint心細yang me巾adi kewenang紬

daerah otonom.

3･ Wali Kota adalah Wall Kota Sibolga.

4･ Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wall Kota dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalan penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang me巾adi kewenangan Daerah.

5. Satαaれ…



5. Satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat satpol pp

adalah Perangkat Peme正ntah Daerah dalam memelihara

ketenteraman dan ketertiban umum ser屯　menegakkan

Peraturan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan血hunan Daerah yang

dite屯pkan dengan Peraturan Daerah.

7･ Zat Adik心f ad瓢ah bahan yang menyebabkan adiksi a屯u

ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan

ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis,

keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan

dalam mengend瓢ikan pen総unaamya, membeh p五〇五tas pada

pe n ggu naan bah紬　　　　te rse bu t d a正pad a

kegiat紬lain,meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan

keadaan g匂血a putus乞at.

8･ Penyalahgunaan打oduk Yang Mengandung Zat Adik宙adalah

pen籠unaan produk yang mengandung zat adiktif diluar

peruntukannya yang menga虹batkan ef操　perasaan eufb正a,

kegembiraan, ketakutan, sensasi yang menyenangkan, ilusi dan

halusinasi.

9･ Ka轟u Tanda Penduduk yang sela可u血ya disingkat KTP ad瓢ah

kartu iden心tas resmi y紬g dimiliki oleh se心ap penduduk sebagai

bukti di轟y紬g diter抽kan oleh工ns屯nsi Pelaksana y紬g berlaku

diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10･ Ka巾u Kelu紬ga yang sela可utnya disebut KK adalah ka轟u

identitas yang memuat da屯　tentang mama, susunan dan

hubungan dalam keluarga, se虹a iden轟tas紬籠ota kelu紬ga･

1 1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang

terorg紬isasi baik mempakan badan hukum maupun bukan

badan hukum.

12･ Anak ad心血seseor狐g y紬g belum berusia 18 (delap紬belas)

tahun, temasuk anak yang masih dalam kandungan.

13･ Mabuk ad瓢ah keadaan keracunan dengan kondisi dim孤a

te寄adi penumn紬kemampuan mental d紬鱒sik dengan g匂ala

umum ant紬a　址n bicara　亀dak jelas, keseimbangan

kacau,k○○rdinasi buruk, muka semburat, ma屯　merah dan

kelakuan-kelakuan aneh la血nya･

14･ Rehabilitasi medis ad血ah suatu proses kegiat紬pengobatan

secara te吋adu untuk membebaskan penyalahguna dari

ketergantungan produk yang mengandung zat adik癌

15･ Rehabilitasi sosia量ad心血suatu proses kegiat紬pemulih紬

secara terpadu, baik fisik, mental, sosial dan spiritual untuk

memungkinkan seseorang mampu kembali melaksanakan fungsi

sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

｣6. Pe巾dt.k...



16. Penyidik Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS

adalah Pejabat pegawal Negeri Sipn tertentu di lingkungan

Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk me量akukan penyidik紬　aぬs pelan籠a則

Peraturan perundang-undangan khususnya peraturan Daerah.

BAB1工

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengawas弧peny粗証印na紬p調duk y紬g meng紬dung zat

adikt鵜adalah :

a･ pengayom紬;

b･ kemanusiaan;

c. kete巾iban;

d･ perlindungan;

e･ kepas也an hukum; din

f.　kearifan lokal.

Pasal 3

T可u狐dibentuknya Pemturan Daerah ini adalah :

a. menciptakan suasana ketertiban dan keananan di masyarakat;

b. menyelanatkan masyarakat khususnya generasi muda dari

perbuatan yang dapat merusak虹sik dan jiwanya;

c･ meningkatkan kesadaran bagi masyarakat atas akibat yang

di竜mbulkan dah peny瓢ahgunaan p調duk yang mengandung zat

adik仕f;

d･ mencegah sema虹n meluasnya peny血ahguna紬　produk yang

皿engandung zat adikt箪dan

e･ meningkatk孤kewaspada紬bagi or紬g tua dala皿melakukan

pengawas紬terhadap anak.

BAB重工重

RUANG LINGKUP

Pas粗4

Ruang lingkup pengaturan d瓢劃Peraturan Daerah血i ad瓢ah :

a. tugas dan wewenang pemehn屯h daerah;

b. 1ar狐gan;

c. upaya pencegahan;

d. rehab皿itasi;

e. peran serta masyarahat;

f. pemb血aan dan pengawas紬;

9. penyidikan;

h. sanksi adm血is血asi;

i. ketentu劃pidana; din

j. ketentuan khusus.

EABrv...



BABIV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DABRAH

Pasal 5

皿gas Peme正nt血Dae輸血me重ipu債:

a. memberikan layanan kepada masyarakat tentang bahaya

penyalahgunaan produk yang mengandung 2rat adiktif;

b. memberikan akses komunikasi, infomasi dan edukasi kepada

masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan produk yang

mengandung zat ad出陣

c. melakukan koordinasi lintas Lembaga, baik dengan Lembaga

Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat; dan

d. melindungi kepentingan masyarakat terhadap resiko bahaya

penyal血guna紬produk y紬g meng紬dung zat adik址

Pasal 6

Peme正nt血Daer血memiliki wewen紬g untuk mene屯pk紬pedoman

operasional dalan upaya pengawasan penyalahgunaan produk yang

mengandung zat adikti青

BAB V

LAENGAN

Pasal 7

(1) Se也ap or紬g dila則g　皿enyalah糾nak狐　p調duk yang

mengandung zat adik也鼻

(2) Se瞳ap or紬g atau k〇円orasi dil紬紬g m垂ual produk yang

mengandung zat adik心f kepada anak.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan jika

ada penda皿p血gan da五〇r狐g血a atau wa止y紬g dibuktikan

dengan KTP a屯u KK.

(4) Jenis produk yang mengandung zat adik血f sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1) Setiap orang di重紬ang menghiⅢp, mengonsumsi a屯u

men籠un覆祖n den租n c紬a lain produk yang mengandung狙t

adikdf dengan t可uan untuk dapat meni血bulkan e鰐k

memabukkan atau diketahuinya dapat menimbulkan efek

mabuk.

(2) Setiap orang atau koaporasi dilarang menyediakan s紺ana atau

prasar孤a untuk kegiatan dan tempat pcnyalahgunaan p調duk

yang mengandung zat adik蘭.

BABⅥ.-



BAB V重

UPAYA PENCEGAHAN

Pasal9

Setiap orang wajib mengawasi dan membimbing anak di lin8kup

keluarga atau di lin8kungan sekitarnya agar tidak teljadi

penyalahgunaan p調duk yang mengandung zat adik此

Pasal 10

Penyelenggara keranaian umum wajib mencegah teljadinya kegiatan

peny瓢ahgunaan p調duk yang meng狐dung zat adikt租

Pasal11

Penyelenggara keranaian atau hiburan wajib :

a.　mengawasi tempat keramaian atau hiburan yang dikelolanya

agar心dak teヰadi peny血ahgunaan produk yang meng狐dung zat

adik慣葺

b. melaks狐aka皿sosi粗isasi a屯u饗場nyeba剛inめmas宣yang benar

mengenai bchaya penyalahgunaan produk yang mengandung 2at

adik心f;

c.　memasang pengumum孤larangan penyalahgunaan produk yang

mengandung zat aal-, dan
d. kooperatif dan proaELf kepada aparat, jika diduga teljadi

penyalahguna甜重p調duk y紬g mengandung zat ad批請

Pasal 12

Setiap Pimpinan Organi組si Perangkat Daerah, Instansi Vertikal,

Lembaga Pendidikan di wilayah Kota Sibolga wajib :

a.　皿engawasi l血gkung弧　ke竜anya agar　仕dak te寄adi

penya宣a血gunaan pⅡ)duk yang皿eng劃dung zat ad宣郎

b. melaksanakan sos血isasi atau penyebaran血も皿asi y紬g benar

mengenai bahaya penyalahgun- produk yang mengandung
zat adikt鵡

c.　memasrmg pengumuman larangan penyalahgun- produk yang

mengandung zat adlk寄書d劃

d. k○○pe輪仕で　dan proak龍　kepada apa胞t, jika diduga teヰadi

penyalahgunaan produk yang mengandung 2rat adiktif.

Pasal 13

Setiap Ko吋orasi wajib :

a. melaksanakan sosi瓢isasi atau penyebaran inめ皿asi yang benar

mengenai bahaya penyalahgunaan produk yang mengandung zat

adik心事

b. memasang pap紬　pengumuman lar狐gan penyalahgunaan

p調duk yang皿engandung zat adikt鵡d紬

c. k○○pem償　dan p調ak債kepada apamt, jika diduga te宣jadi

penyalahgunaan produk yang mengandung zat adiktif.

BABⅧ..



BABV重工

REHABIHTASI

Pasal14

(1)矩hadap penya址糾na p調duk y紬g meng紬dung zat ad側r

dilakuk紬rehab距asi medis d紬rehab距asi sosial.

(2) Pedom紬d紬tata cara pe量aksanaan rehabilitasi medis d紬

rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna produk yang

mengandung姐t adiktif diatur dengan peraturan w劃Kota.

BAB V工II

PERAN SERTA MASYARAKAT

輪sal15

(1) Setiap warga masyarakat wajib belperan serta dalam upaya

pencegahan terhadap kegiatan penjualan dan penyalahgunaan

produk yang mengandung zat adiktif kepada anak.

(2) Peran serta masyarakat sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan dalan bentuk menegur dan melaporkan kepada

aparat di lingkungamya jika ada kegiatan penjualan dan

peny瓢証印na紬produk yang meng紬dung zat adik髄kepada

anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam

upaya pencegahan terhadap kegiatan penjualan dan

penyalahgunaan produk yang mengandung zat adik調kepada

anak diatur dengan Peratur紬Wa虹Koぬ.

BABⅨ

PEMB重NAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1)　Peme正ntah Koぬ　Sibolga bersa皿a tokoh ag紬a dan tokoh

masyarakat wajib memberikan pengarahan, pembinaan dan

bimbingan akan bahaya peny粗ahgunaan produk yang

mengandung zat adik償di也垂au dan aspek kesehatan　鱒sik,

psikis, moral, agana dan hukum.

(2)　Pelaks紬a狐　pengarahan,　pembina狐　d紬　bimbingan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

melibatkan Kepolisian Repub止k　工ndonesia, Satpol PP, dan

perangkat daerah yang terkait.

(3)　Pengawa諭m terhadap kegiatan yang berhubungan dengan upaya

pencegahan terhadap penjualan dan penyalahgunaan produk

yang mengandung zat adik償　dilakukan oleh O喝anisasi

Perangkat Daerah terkait.

(4)　Ketentuan lebih lanjut mengenal pembinaan dan pengawasan

diatur dengan Peraturan W粗i Kota.

BABX…



BABX

PENY工D重KAN

Pasal17

(1) Penyidikan atas pela皿製紬an sebagaimana dimaksud d瓢am

Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan seb急gaimana dimaksud

pada ayat (1), Penyidik berwenang :

a. mene正ma,　mencan,　mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan也ndak pidana

agar keterangan atau laporan tersebut me垂adi lebih

lengkap dan jelas;

b. meneli句　menca正　dan mengumpulkan keterangan

mengenai keberadaan perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan缶ndak pidana;

c. meminta keterangan dan bah紬bukti sehubungan dengan

tindak pidana;

d. menyumh berhen心　dan/atau seseorang meningg瓢kan

mangan atau tempat pada saat peme正ksaan sedang

berlangsung dan memehksa identitas orang atau dokumen

yang dibawa;

e. memanggil orang untuk didengar keterangannya;

f.　memin血bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan;

9. menghen轟kan penyidikan; dan

h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan menurut hukum acara yang be轟aku ･

(3) Penyidik membuat behta acara setiap tindakan tentang :

a. penggeledahan;

b. pemehksa紬surat;

c. penyegelan objek;

d. penyitaan benda;

e. peme正ksaan saksi;

f.　peme轟ksaan tempat k匂adian; dan

9. mengihmk紬　berkas perkara kepada penuntut umum

皿el粗ui penyidik Kepolisian Negara Republ毘重ndonesia.

BABXI

SANKS工

Bagian Kesatu

Sanksi Administra血f

Pas血18

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dal劃

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 8 dapat dikenakan sanksi

administrasi.

/2/ Saれたsl’...



(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

a･　teguran;

b･ pe正ngatan te轟ulis;

c･ denda administrasi;

d･ pembekuan izin; dan

e･ pencabutan izin.

(3) Peringatan tertulis sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

(4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikamya peringatan
sebagaim紬a dimaksud pada ayat (3)也dak dipatuhi, terhadap

penan籠un割awab korporasi akan dikenakan denda

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

sebes紬Rp･ 10･000･000,00 (sepuluh ju屯田pia珂.

(5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupak紬pene正maan daerah.

(6) Ketentu紬1ebih la可ut mengenai pelaks紬a劃　sanksi

adminis廿asi diatur deng紬耽raturan Wall Kota.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 19

(1) Setiap orang y紬g mel紬幾組1arangan sebagaim紬a dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dapat dikenakan

sanksi pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp.

5･000･000,00 (lima juta rupiah).

(2) Setiap orang atau korporasi yang melanggar larangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat

(2) dapat dikenak紬s紬ksi pidana kurung狐1 (satu) bulan a屯u

denda sebes釘Rp･ 10･000･000,00 (sepuluh ju屯rupi血).

(3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dapat dilaksanak紬setelah sedap orang sebagaimana dimaksud

dalan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dan setiap orang atau

korporasi sebagalmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan

Pasal 8 ayat (2) selesai menjalani組nksi administratif.

Bagian Ke心ga

Sanksi Sosial

Pasal20

(1) Setiap anak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dapat dikenakan

sanksi sosial.

(2) Setiap orang yang membi紬kan anak melakukan

pe叫yalahgunaan produk y紬g mengandung zat adik宙dapat

dikenakan sanksi sosial.

/3/sa融ei..



(3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa:

a. membersihkan tempat ibadah paling lama 7 (t巾uh) hah;

b. membersihkanねsilitas umum p粗ing lama 7 (t可uh) hah;

atau

c. dicabut kepese巾aannya dad pene正ma bantuan peme正ntah

paling lana 3 (tiga) tahun.

(4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa:

a. membersihkan tempat ibadah paling lama 14 (empat belas)

ha正;

b. membersihkan魚sili屯s umum paling lama 14 (empat belas)

hah; atau

c. dicabut kepese轟aannya da正pene正皿a b紬tuan peme正ntah

paling lama 5 (lima)屯hun･

(5) Ketentuan lebih la可ut mengenai pelaksanaan sanksi sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan

Peraturan Wali Kota.

Pasal21

(1) Setiap orang tua atau wali wajib mengawasi dan membimbing

anak ag紅色dak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).

(2) Setiap orang tua atau wali yang lalai dalan mengawasi dan

membimbing anak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dicabut

kepeser屯annya da正pene正ma b紬tuan pemehn屯h paling lama

5 (lima) tahun.

(3) Ketentuan lebih la可ut mengenai pelaksanaan pencabutan

kepese轟aan dan bantuan peme正ntah diatur dengan Peraturan

W瓢i Kota.

BABX..



BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar se也ap or紬g menge屯huinya, meme五山ahk紬pen糾nd紬g紬

Peraturan Daerah ini dengan penempatamya dalam I,embaran

Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga

pada tangga工30 Desember 2022

WAH Ko恥s重BOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangk劃di Si同垣a

pada tanggal 30 Desember 2022

sEKRE船R工s DAERAH KOTA slBo嶋A,

dto.

MHD.叩SUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH Ko皿s工BOLGA TAHUN 2022 NOMOR 57

NOREG PERATURAN DAERAH Ko皿　s工BOLGA,

SUMATERA u恥RA : (9-232/2022)

Salin紬sesuai deng紬aslinya

200804 1 001

PROVI NS工


